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Abstract

This study aims to analyze legal protection for consumers
in online purchase agreements in Indonesia. The research
method used is qualitative with a descriptive approach.
Data were collected through in-depth interviews with
consumers, business actors, and legal experts, as well as
document analysis of relevant regulations, such as Law
No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The findings reveal
that although regulations provide a legal framework,
their implementation faces various challenges, including
information asymmetry between consumers and business
actors, low consumer awareness of their rights, and
barriers in dispute resolution mechanisms. Additionally,
the existing regulations are not fully adaptive to the
evolution of digital transactions. This study recommends
regulatory updates, enhanced consumer education, and
the provision of more efficient dispute resolution
mechanisms to establish a fair and trustworthy digital
trade ecosystem.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan
hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli
online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan
adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data
dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan
konsumen, pelaku usaha, dan pakar hukum, serta analisis
dokumen terhadap regulasi yang relevan, seperti Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum
implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan,
termasuk ketidakseimbangan informasi antara konsumen
dan pelaku usaha, rendahnya pemahaman konsumen
terhadap hak-haknya, serta hambatan dalam mekanisme
penyelesaian sengketa. Selain itu, regulasi yang ada
belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan
transaksi digital. Penelitian ini merekomendasikan
perlunya pembaruan regulasi, peningkatan edukasi
konsumen, dan penyediaan mekanisme penyelesaian
sengketa yang lebih efisien untuk menciptakan ekosistem
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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan
signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pola transaksi jual beli.
Kemudahan akses internet dan perangkat digital telah memungkinkan masyarakat untuk
melakukan transaksi secara online tanpa batasan geografis (Purnawan dan Adilah, 2020).
Fenomena ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam perdagangan, tetapi juga
menciptakan dinamika baru dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

Namun, kemudahan yang ditawarkan oleh transaksi online juga menghadirkan berbagai
tantangan, terutama terkait perlindungan konsumen. Dalam perjanjian jual beli online,
konsumen seringkali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.
Ketidakseimbangan informasi, kurangnya transparansi dalam ketentuan perjanjian, serta
potensi penipuan menjadi beberapa masalah yang kerap dihadapi konsumen. Situasi ini
menimbulkan pertanyaan penting terkait efektivitas perlindungan hukum yang diberikan
kepada konsumen dalam konteks transaksi online di Indonesia.

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini memberikan dasar hukum
bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya serta memastikan pelaku usaha bertanggung
jawab atas produk atau jasa yang mereka tawarkan. Namun, dengan pesatnya perkembangan
teknologi, muncul kebutuhan untuk mengkaji kembali relevansi dan efektivitas UUPK dalam
melindungi konsumen dalam transaksi jual beli online (Muthiah, Aulia, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum
terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli online telah diimplementasikan di Indonesia.
Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh
konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum yang memadai, serta memberikan
rekomendasi untuk meningkatkan kualitas perlindungan tersebut. Dengan demikian,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum
perlindungan konsumen yang adaptif terhadap perubahan zaman.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian
kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana
perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli online diimplementasikan
di Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena
ini secara komprehensif, dengan menekankan pada proses dan konteks yang
melatarbelakanginya.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan
kunci, termasuk konsumen yang pernah melakukan transaksi online, pelaku usaha, serta
pakar hukum yang memiliki pemahaman mendalam terkait perlindungan konsumen. Selain
itu, penelitian ini juga menggunakan analisis dokumen terhadap regulasi yang relevan,
seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta
kebijakan terkait yang diterbitkan oleh pemerintah.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling untuk
memastikan bahwa informan yang dipilih memiliki relevansi langsung dengan topik
penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik, dengan langkah-langkah yang
meliputi pengorganisasian data, identifikasi tema utama, dan penarikan kesimpulan
berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh.

Dalam menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi
sumber data, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan
dan dokumen. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan
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gambaran yang akurat dan mendalam mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam
transaksi jual beli online, serta rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan
perlindungan tersebut di masa mendatang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian ini menemukan beberapa temuan utama
terkait perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli online di
Indonesia:

1. Ketidakseimbangan Informasi Antara Konsumen dan Pelaku Usaha
Sebagian besar konsumen merasa bahwa informasi yang diberikan oleh pelaku usaha
seringkali tidak transparan, terutama terkait spesifikasi produk, kebijakan pengembalian
barang, dan biaya tambahan. Hal ini menimbulkan kerugian bagi konsumen ketika produk
yang diterima tidak sesuai dengan harapan.

2. Minimnya Pemahaman Konsumen terhadap Hak-Haknya
Banyak konsumen tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini
mengakibatkan rendahnya tingkat pengaduan konsumen terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh pelaku usaha.

3. Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa
Mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi,
seringkali dianggap tidak efektif oleh konsumen. Proses yang panjang, biaya yang tinggi,
dan kurangnya akses informasi menjadi hambatan utama bagi konsumen untuk
mendapatkan keadilan.

4. Keterbatasan Regulasi dalam Mengatur Transaksi Digital
Meskipun UUPK memberikan dasar hukum bagi perlindungan konsumen, regulasi tersebut
dianggap belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan teknologi, khususnya
dalam mengatur transaksi digital yang semakin kompleks.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan payung
hukum untuk melindungi konsumen, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan.
Salah satu tantangan utama adalah adanya ketidakseimbangan informasi antara konsumen dan
pelaku usaha dalam transaksi jual beli online. Pelaku usaha seringkali memiliki kendali penuh
atas informasi produk, mulai dari spesifikasi, harga, hingga kebijakan pengembalian barang.
Kondisi ini menempatkan konsumen pada posisi yang kurang menguntungkan karena mereka
sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan sebelum melakukan
transaksi. Akibatnya, konsumen rentan terhadap praktik tidak adil atau bahkan penipuan
(Barkatullah, Abdul Halim, 2019).

Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman konsumen terhadap hak-haknya juga
menjadi penghambat perlindungan hukum. Banyak konsumen tidak mengetahui bahwa mereka
memiliki hak untuk mengajukan pengaduan atau mencari penyelesaian hukum ketika
menghadapi masalah dalam transaksi online. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada
belum didukung oleh upaya edukasi yang memadai untuk memberdayakan konsumen (Endy,
Budianto Alexius, 2020).

Proses penyelesaian sengketa juga menjadi kendala yang signifikan. Konsumen sering
kali menghadapi prosedur yang rumit, memakan waktu, dan biaya tinggi ketika berusaha
menyelesaikan masalah melalui jalur hukum. Alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi
atau arbitrase, belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya aksesibilitas
dan sosialisasi (Mangku, 2020). Di sisi lain, kerangka regulasi yang ada masih perlu diperbarui
untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi digital. Saat ini,
regulasi perlindungan konsumen di Indonesia belum secara khusus mengatur permasalahan unik
yang muncul dalam konteks e-commerce, seperti ketentuan perlindungan data konsumen,
mekanisme pengembalian dana, atau tanggung jawab platform marketplace sebagai pihak
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ketiga (Suma dan Siregar, 2023).

Tantangan-tantangan ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif
dalam mengimplementasikan perlindungan hukum bagi konsumen. Pemerintah perlu
memperkuat koordinasi antara institusi yang bertanggung jawab, meningkatkan pengawasan
terhadap pelaku usaha online, serta mengembangkan regulasi yang adaptif dan proaktif
terhadap perubahan zaman. Selain itu, edukasi konsumen harus menjadi prioritas untuk
memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui hak-haknya, tetapi juga memahami
cara menegakkannya. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi
jual beli online dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan efisien (Diantha, 2019).

Ketidakseimbangan informasi antara konsumen dan pelaku usaha menjadi masalah
utama yang memerlukan perhatian khusus karena hal ini menciptakan situasi yang tidak adil
dalam hubungan antara kedua belah pihak. Dalam konteks transaksi jual beli online, pelaku
usaha seringkali memiliki akses penuh untuk mengontrol informasi yang disampaikan kepada
konsumen. Mereka menentukan bagaimana produk atau jasa dipresentasikan, termasuk
deskripsi, harga, promosi, dan kebijakan lainnya. Sementara itu, konsumen hanya dapat
mengandalkan informasi tersebut tanpa memiliki kemampuan untuk memverifikasi secara
langsung keaslian atau kelengkapan data yang diberikan (Sinambela, dkk, 2023).

Ketidakseimbangan ini menjadi semakin kompleks ketika pelaku usaha dengan sengaja
menyembunyikan informasi tertentu atau memberikan informasi yang menyesatkan demi
menarik minat pembeli. Sebagai contoh, konsumen sering kali menemukan produk yang tidak
sesuai dengan deskripsi atau gambar yang ditampilkan di platform e-commerce. Selain itu,
kebijakan pengembalian barang yang tidak transparan dan prosedur yang rumit seringkali
merugikan konsumen saat terjadi ketidaksesuaian produk (Bowo, Fauzi, 2017).

Masalah ini juga diperburuk oleh fakta bahwa sebagian besar konsumen tidak memiliki
pengetahuan atau pemahaman yang memadai tentang hak-hak mereka sebagai konsumen.
Mereka cenderung pasif ketika menghadapi pelanggaran hak, baik karena tidak mengetahui
cara mengajukan keluhan maupun merasa prosesnya terlalu sulit dan tidak menguntungkan.
Akibatnya, pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab sering kali lolos tanpa konsekuensi,
sehingga mendorong praktik yang merugikan konsumen (Halim, Ridwan, 2020).

Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk
penerapan regulasi yang lebih tegas terhadap pelaku usaha, terutama dalam hal penyediaan
informasi yang transparan dan jujur kepada konsumen. Pemerintah perlu meningkatkan
pengawasan terhadap platform e-commerce untuk memastikan bahwa mereka menyediakan
mekanisme yang melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan (Hari, Cecep Syamsul,
2022). Di samping itu, upaya edukasi konsumen sangat penting agar mereka dapat menjadi lebih
kritis dan proaktif dalam memahami serta menuntut hak-haknya. Dengan menciptakan
kesetaraan informasi antara konsumen dan pelaku usaha, transaksi jual beli online dapat
menjadi lebih adil dan memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat (Harmayani, dkk,
2020).

Dalam perjanjian jual beli online, pelaku usaha seringkali berada pada posisi yang lebih
unggul karena memiliki kendali penuh atas informasi yang disampaikan. Hal ini bertentangan
dengan prinsip iktikad baik yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap perjanjian. Minimnya
pemahaman konsumen terhadap hak-haknya menunjukkan perlunya edukasi yang lebih intensif.
Pemerintah, melalui badan perlindungan konsumen, perlu menginisiasi program-program
edukasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran
konsumen terhadap hak-hak mereka (Purnawan dan Adilah, 2020).

Selain itu, hambatan dalam penyelesaian sengketa mengindikasikan perlunya reformasi
dalam mekanisme penanganan sengketa konsumen. Penyediaan platform penyelesaian
sengketa online yang mudah diakses, cepat, dan efisien dapat menjadi solusi untuk mengatasi
hambatan ini.

Terakhir, keterbatasan regulasi menunjukkan kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum
yang ada agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penyusunan peraturan khusus
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yang mengatur transaksi digital dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi
konsumen dalam konteks jual beli online. Dengan mengatasi isu-isu tersebut, diharapkan
perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli online di Indonesia dapat
ditingkatkan, sehingga menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih adil dan
terpercaya

SIMPULAN

Penelitian ini menyoroti perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual
beli online di Indonesia, yang masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan dasar hukum yang
cukup, implementasinya dalam transaksi digital belum sepenuhnya efektif.

Beberapa masalah utama yang ditemukan adalah ketidakseimbangan informasi antara
konsumen dan pelaku usaha, minimnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya, serta
hambatan dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, keterbatasan regulasi dalam
menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi menjadi salah satu kendala dalam
memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis,
termasuk edukasi konsumen yang lebih intensif, reformasi mekanisme penyelesaian sengketa,
dan pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian,
ekosistem transaksi digital di Indonesia dapat menjadi lebih aman, adil, dan terpercaya bagi
semua pihak yang terlibat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, pelaku
usaha, dan konsumen untuk bersama-sama menciptakan lingkungan perdagangan digital yang
lebih berkeadilan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap transaksi jual beli
online di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Barkatullah, A. H. (2019). Hukum transaksi elektronik Indonesia. Nusa Media.

Bowo, F. (2017). Hukum dagang di Indonesia. Yogyakarta.

Diantha, I. M. P. (2019). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori
hukum. Prenada Media.

Endy, B. A. (2020). Analisis bisnis e-commerce. Media Nusa Kreative.

Halim, R. (2020). Hukum karma dalam persoalan perlindungan kepentingan konsumen.

Puncak Karma.

Hari, C. S. (2022). Perlindungan hukum sastra digital. Penerbit Buku Sastra Digital.

Harmayani, A., & dkk. (2020). E-commerce: Suatu pengantar bisnis digital. Yayasan Kita
Menulis.

Mangku. (2020). Pengantar ilmu hukum. Lakeisha.

Muthiah, A. (2018). Hukum perlindungan konsumen: Dimensi hukum positif dan ekonomi
syariah. Pustaka Baru Press.

Purnawan, & Adilah. (2020). Hukum dagang dan aspek legalitas usaha. Lindan Bestari.

Sinambela, A., & dkk. (2023). Manajemen bisnis digital. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

Suma, & Siregar. (2023). Bisnis digital. CV. Astaka Pustaka.



